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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang dapat terintegrasi dengan
baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat peranannya, maka dibutuhkan
suatu sistem atau mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan ataupun
pelanggaran. Mekanisme Kkerja penanggulangan kejahatan ataupun
pelanggaran tersebut disebut dengan sistem peradilan pidana atau Cryminal
Justice System. Berkenaan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia,
maka hubungan dengan perkara pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) diatur komponen-komponen dalam sistem peradilan
pidana tersebut yang terdiri dari Legislator (pembuat Undang-undang),
Penasihat Hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga
Pemasyarakatan. Keenam komponen penegak hukum memiliki fungsi, tugas,
wewenang masing-masing sebagaimana antar komponen penegak hukum
tersebut juga memiliki hubungan koordinasi yang saling erat dan saling
menentukan antara satu dengan yang lain sesuai dengan mekanisme yang

telah diatur dalam hukum positif.

Bahwa Peradilan pidana di Indonesia mengisyaratkan dimulainya

suatu perkara berawal dari adanya laporan ataupun pengaduan yang



dilaporkan di tingkat Kepolisian dan kemudian ditintak lanjuti dengan cara
dilakukan penyelidikan, selanjutnya apabila bahwa perkara tersebut adalah
peristiwa pidana maka dengan mekanisme gelar perkara akan dinaikan ke
tingkat penyidikan dan pada saat itu juga maksimal 7 (tujuh) hari setelah
ditingkatkan ke penyidikan penyidik harus memberitahukan dimulainya
penyidikan kepada pelapor, terlapor dan kepada Penuntut Umum.

Dalam pelaksanaan tugasnya menangani perkara pidana, penyidik dan
penuntut umum terjalin hubungan yang bersifat fungsional dan instansional
antara penyidik dan penuntut umum.'Hubungan fungsional dan instansional
antara komponen peradilan pidana Kepolisian dan Kejaksaan telah terjalin
sejak saat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Pengertian pemberitahuan dimulainya penyidikan itu, dapatlah
dirumuskan sebagai berikut: “Pemberitahuan dimulainya penyidikan itu ialah
pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum, bahwa penyidik telah
mulai melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana tertentu”.Dasar
hubungan koordinasi dalam proses peradilan antara penyidik dengan penuntut
umum ialah Pasal Dasar hubungan koordinasi dalam proses peradilan antara
penyidik dengan penuntut umum ialah Pasal 109 KUHAP. Penyidik wajib
memberitahukan kepada penuntut umum bahwa penyidik telah mulai

melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana ataupun

"Harun M. Husein, 1991, PenyidikandanPenuntutandalam Proses Pidana,Jakarta:PTRinekaCipta,
him. 269.
?Ibid.,hIm. 271.



penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau
peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi
hukum. Djoko Prakoso mengatakan bahwa hubungan penyidik dan penuntut
umum selanjutnya dapat diperhatikan dalam hal penyidik memerlukan
perpanjangan penahanan kepada penuntut umum sehubungan dengan
kepentingan pemeriksaan belum selesai yang termaktub dalam Pasal 24 ayat
(2) KUHAP.?

Penuntut umum dalam tugasnya dituntut untuk membuktikan bahwa
terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan terhadapnya berdasar sejak tingkat penyidikan. Hubungan sejak
tingkat penyidikan sampai tingkat penuntutan sangatlah erat. Keterkaitan
hubungan tersebut hendaklah melihat ketentuan Pasal 110 ayat (4) dengan
Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP. Pasal 138 ayat (1) KUHAP menyatakan
bahwa penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik
segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib
memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau
belum, sedangkan Pasal 138 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal
hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas
perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan
untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas,

penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada

*DjokoPrakoso, 1985, EksistensiJaksa di Tengah-tengahMasyarakat, Jakarta: Ghalia Indonesia,
him. 67.



penuntut umum,* bahwa pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 110 ayat
(4) KUHAP itu adalah pemberitahuan dari penuntut umum tentang hasil
penyidikan, yakni apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum®.

Pada Pasal 142 KUHAP mengatur bahwa penuntut umum memiliki
wewenang untuk memisah berkas perkara (splitsing) terhadap masing-masing
terdakwa bilamana ditemukan kekurangan alat bukti dan kesaksian, serta hal-
hal lain yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP. Pemisahan
perkara harus didasarkan kepada kepentingan pemeriksaan semata-mata. Hal
itulah yang membuat penuntut umum memiliki kewenangan dalam
menentukan berkas perkara tersebut perlu dipisah (splitsing) atau tidak dan
proses pemisahan berkas perkara biasanya yang melakukan adalah penyidik
setelah ada petunjuk dari Penuntut Umum. Adapun kasus yang akan diteliti
yaitu terkait pemisahan berkas perkara (splitsing) atas tindak pidana
pengeroyokansebagaimana yang dimaksud dalam pasal 170 KUHP.

Tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP), terdapat dalam Pasal 170 KUHP

Pasal 170
(1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
mengggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
(2) Yang bersalah diancam:
Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia
dengan sengaja menghancurkan barang atau jika
kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

*Harun M. Husein, Op. Cit., him. 216.
® Ibid.,hIm. 216-217.



Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun jika
mengakibatkan luka berat;
Ke-3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika
kekerasan mengakibatkan maut.
(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi Pasal ini.

Dalam rumusan pasal pengeroyokan tersebut terdapat unsure bersama
sama yang mana kata bersama sama ini seharusnya pelaku nya lebih dari satu
orang. Atas dasar itu maka pasal tersebutlah yang sering dilakukan
pemberkasan terpisah (splitsing) guna sempurnanya pembuktian di
Pengadilan.

Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang sendiri perkara
pengeroyokan tersebut dalam penanganya perkaranya ada yang dengan cara
pemberkasanya terpisah (splitsing) dan ada yang diberkas tidak terpisah.

Berdasar latar belakang tersebut, mendorong penulis untuk
melakukan penelitian dengan judul : “PEMBERKASAN TERPISAH

(SPLITSING) OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR

SEMARANG DALAM PENANGANAN PERKARA PENGEROYOKAN”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan
dibahas adalah sebagai berikut:
1. Mengapa diperlukan pemberkasan terpisah (splitsing)dalam penanganan

perkara pengeroyokan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang?



2. Bagaimana pelaksanaan  pemberkasan terpisah  (splitsing)dalam
penanganan perkara pengeroyokan di Kepolisian Resor Kota Besar
Semarang?

3. Apa kendala kendala dan solusi dalam pemberkasan terpisah (splitsing)
dalam penanganan perkara pengeroyokan di Kepolisian Resor Kota Besar

Semarang?
C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan umum yaitu untuk
mengetahui dan menganalisis pemisahan berkas perkara (splitsing) oleh

Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sebab diperlukan pemberkasan
terpisah (splitsing)dalam penanganan perkara pengeroyokan di Kepolisian
Resor Kota Besar Semarang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberkasan terpisah
(splitsing)dalam penanganan perkara pengeroyokan di Kepolisian Resor
Kota Besar Semarang.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala kendala dan solusi dalam
pemberkasan terpisah (splitsing) dalam penanganan perkara pengeroyokan

di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.



D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

a. Melatih dan mendalami ilmu pengetahuan yang diperoleh di
perkuliahan dengan mengetahui secara langsung bagaimana
perundang-undangan direalisasikan.

b. Memberi sumbangan pikiran dalam studi ilmu pengetahuan pada
umumnya dan studi hukum pidana mengenai Pemberkasan Terpisah
(Splitsing) Oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang
Dalam Penanganan Perkara Pengeroyokan.

2. Kegunaan Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat diketahui

Pemberkasan Terpisah (Splitsing) Oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota

Besar Semarang Dalam Penanganan Perkara Pengeroyokan. Dengan

demikian hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan

nyata bagi masyarakat dalam rangka pemenuhan tertib hukum serta
melindungi masyarakat.
E. Kerangka Konseptual/Kerangka Berfikir
1. Pengertian Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing)
Splitsing dapat diartikan pemisahan berkas perkara ataupun
pemecahan berkas perkara. Pemisahan menurut Kamus Besar
Bahasalndonesia memberikan definisi proses, cara, perbuatan memisah

atau  memisahkan  kemudian  pemecahan  (pembelahan  dan



sebagainya).°Pemecahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
memberikan definsi proses, cara, perbuatan memecah atau memecahkan’.
Definisi dua kata pemisahan dan pemecahan tersebut, sama-sama
memberikan suatu gambaran bahwa tidak ada membedakan antara
pengertian pemisahan berkas perkara dengan pemecahan berkas perkara,
karena dalam definisi pemisahan turut diartikan pemecahan (pembelahan
dan sebagainya) yang sesuai dengan kata pemecahan.
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam ketentuannya
terkait splitsing pada Pasal 142 berbunyi:
Pasal 142
Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat
beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka
yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat
melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.
Kitab Undang-udndang Hukum Acara Pidana secara eksplisit
memberikan keterangan bahwa splitsing ialah pemisahan berkas perkara.
Pasal 142 KUHAP juga turut memberikan penjelasan dalam pedoman
pelaksanaan KUHAP bahwa biasanya splitsing dilakukan dengan

membuat berkas perkara baru di mana peran tersangka saling menjadi

saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik

®DepartemenPendidikanNasional, 2002, KamusBesarBahasa Indonesia EdisiKetiga, Jakarta:
BalaiPustaka, him. 879.
"Ibid.,him. 840.



terhadap tersangka maupunsaksi®. Apa yang ditulis dalam pedoman
pelaksanaan KUHAP tidak seluruhnya tepat®.

Tidak selalu perkara yang dipecah (splitsing) harus diperiksa
kembali, mungkin bila tidak ada saksi sedangkan ada beberapa orang
tersangka hal demikian benar maka tersangka bergantian menjadi saksi.

Pemisahan berkas perkara yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP
merupakan kebalikan dari aturan Pasal 141 KUHAP yang memberikan
wewenang kepada pununtut umum untuk melakukan pemisahan berkas
perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara. Dasar
pemisahan berkas perkara ialah adanya pelaku tindak pidana yang lebih
dari satu orang, kemudian dengan kebijaksanaan penuntut umum
berdasarkan Pasal 142 KUHAP, penuntut umum melakukan pemisahan

berkas perkara (splitsing).

2. Pengertian Penyidik dan Penyidikan
Penyidik berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk

melakukan penyidikan.

8AndiHamzah, 1985, PengantarHukumAcaraPidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, him.
164.
*Ibid.,hIm. 165.
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Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP penyidikan adalah serangkaian
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan
guna menemukan tersangkanya.

Dalam ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2
KUHAP diatas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan
adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti — bukti yang dapat
menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau
perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar — benar telah
terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan
bahwa perbuatan tersebut benar — benar terjadi , harus dilakukan dengan
cara mempertimbangkan dengan saksama makna dari kemauan hukum
yang sesungguhnya, dengan para meter apakah perbuatan atau peristiwa
pidana (criminal) itu bertentangan dengan nilai — nilai yang hidup

dimasyarakat setempat.

Pengertian Kepolisian Resor Kota Besar Semarang

Kepolisian Resor Kota Besar Semarang berdiri setelah Kepolisian
Daerah Jawa Tengah melikuidasi lima Kepolisian Wilayah (Polwil) dan
satu Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) yang ada di bawah
naungannya Polwiltabes Semarang membawahi tujuh Polres (Kepolisian

Resor) antara lain:
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a. Polresta Semarang Barat;
b. Polresta Semarang Selatan;
c. Polresta Semarang Timur;
d. Polresta Semarang;

e. Polresta Salatiga;

f. Polres Demak;

g. Polres Kendal;

Konsekuensi lain, Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang
semula bersifat operasional (pelaksana) saat itu bersifat coordinator
(pemantau dan pengawas kepolisian yang berada di bawahnya).

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri No. Pol : Kep
15/X11/2009 tanggal 31 Desember 2009 SK Kapolri tersebut kemudian
ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah No Sprin
/190-193/1/2010 yang ditujukan kepada Kapolwil, Kapolwiltabes dan
Kapolres agar segera melakukan likuidasi paling lambat 28 Februari
2010.

Pada tanggal 25 Juni 2010 status Kepolisian Resor Kota Besar
Semarang semakin kukuh setelah keluar SK Kapolri N0.395/V1/2010.
dan sekarang Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang resmi berubah
nama menjadi Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Setelah resmi di
likuidasi Kepolisian Resor Kota Besar Semarang kemudian di bawabhi
langsung oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah ( Polda Jateng) dan

membawahi Kepolisian Sektor (Polsek).
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4. Pengertian Tindak Pidana pengroyokan

Pengeroyokan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
memberikan definisi yakni proses, cara, perbuatan mengeroyok®®.
Pengeroyokan sendiri berasal dari kata keroyok yang menjadi
mengeroyok yang mempunyai definisi menyerang beramai-ramai (orang
banyak).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengatur
definisi apakah itu tindak pidana pengeroyokan, dalam KUHP hanya
mengatur tindak pidana yang perbvuatanya dilakukan terang-terangan
dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang
ataubarang sebagaimana diatur pada Pasal 170 KUHP. Tindak pidana
tersebut disebut tindak pidana pengeroyokan.

Pasal 170 KUHP mengatur ketentuan bagi para pelaku kekerasan
terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka dan barang yang
mengakibatkan kerusakan di muka umum.

Unsur unsur dari tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal
170 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

(1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
mengggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(4) Yang bersalah diancam:

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia

dengan sengaja menghancurkan barang atau jika
kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

¥DHepartemenPendidikanNasional, Op., Cit, him. 556.
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Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun jika
mengakibatkan luka berat;
Ke-3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika
kekerasan mengakibatkan maut.
(5) Pasal 89 tidak berlaku bagi Pasal ini.
F. Kerangka Teoritis
1. Teori Kepastian Hukum

Salah satu tujuan hukum adalah Kepastian Hukum, menurut
Utrecht, bahwa Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

b. Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah,
karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat
mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh
Negara terhadap individu .*

Hukum merupakan sistem norma, sedangkan norma sendiri adalah
pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” dengan menyertakan
beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang undang
yang berisi aturan aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi

individu maupun dalam hubunganya dengan masyarakat, aturan - aturan

tersebut yang menjadi batasan dalam masyarakat dalam membebani atau

YRiduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung , 1999,
him.23.
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melakukan tindakan terhadap individu, adanya aturan- aturan itu dan
pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum®?.

Tinjauan teoritis kepastian hukum tersebut mengambarkan tentang
tindak perkara pengeroyokan dan pemberkasan terpisah (splitsing)
tersebut ada aturan dan pelaksanaan aturan yang mengikat yang mana hal
tersebut menimbulkan kepastian hukum.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan
keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai
keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat
undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.*®

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri
sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan
masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai
kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur
masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa
penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu
dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan

la tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

2peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, him.158.
Bsatjipto Raharjo, 2009. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: CV
Sinar Baru.
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Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara Kkita

termasuk ke dalam kategori hukum yang modern. Modernitas ini tampak

dalam ciri-cirinya yang berikut :

a.

Dikehendaki adanya bentuk yang tertulis, seperti tampak pada
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan, bahwa
kemerdekaankebangsaan Indonesia hendaknya disusun dalam suatu
Undang-Undang Dasar.

Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara, suatu pernyataan
yang bisa juga kita simpulkan dri kata-kata dalam Pembukaan
Undang-UndangDasar 1945 yang menyatakan bahwa Undang-
Undang Dasar tersebut disusun untuk “melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan tersebut
dibandingkan dengan salah satu karakteristik hukum modern
sebagaimana dibuat oleh Marc Galanter, yaitu bahwa hukum modern
itu terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat uniform serta
diterapkan tanpa mengenal variasi. Peraturan-peraturan itu lebih
bersifat territorial daripada pribadi, artinya peraturan yang sama itu
diterapkan terhadap anggota-anggota dari semua agama, suku, kelas,
daerah dan kelamin. Apabila disitu diakui adanya perbedaan-
perbedaan, maka ia bukanlah sesuatu yang disebabkan oleh kualitas
intrinsik, seperti antara bangsawan dan budak atau antara kaum

Brahma dan kelas-kelas yang lebih rendah, melainkan yang
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disebabkan oleh fungsi, kondisi dan hasil-hasil karya yang didapat
oleh seorang dalam kehidupan keduniaan ini.

c. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk
mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.**

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai
pandangan- pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang
buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam
pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban
dengan nilai ketenteraman, dan pasangan nilai kepentingan umum
dengan nilai kepentingan pribadi. Di dalam penegakan hukum pasangan
nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, sebab nilai ketertiban berititik tolak
pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah
kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan
keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.*®

Tinjauan teoritis penegakan hukum tersebut terkait dengan pokok
masalah, vyaitu prihal pengakan hukum yang dilakukan penyidik
Kepolisian Resor Kota Besar Semarang terkait dengan pemisahan berkas

perkara (splitsing) terhadap penanganan perkara pengeroyokan.

“Ibid, Rahardjo, Satjipto
Soekanto, Soerjono. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : PT.
RajaGrafindo Persada.
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G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah
penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis yaitu mengkaji suatu
permasalahan yang muncul berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan
penelitian empiris yaitu penelitian dengan aspek hukum dari hasil penelitian
lapangan serta karena data-data yang dikumpulkan melalui wawancara dan
observasi.’®Penelitian  yuridis empiris memecahkan masalah dengan
menganalisa kenyataan praktis dalam praktek pemberkasan terpisah
(splitsing) terhadap perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh penyidik
Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, yang kemudian dihubungkan dengan
peraturan serta teori yang ada sehingga masalah dapat diselesaikan.

1. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini Yuridis
Empiris yaitu dengan melihat kenyataan yang ada praktek pemberkasan
terpisah (splitsing)terhadap perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh
penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.
2. Spesifikasi Penelitian
Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Spesifikasi
Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis,
sebab peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan

gambaran atau pemaparan atas objek yang menjadi pokok permasalahan

1% Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, Metode Penelitian hukum, cetakan | Ghalian Indonesia,
Jakarta, hal. 25
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Pemberkasan Terpisah (splitsing) oleh Penyidik. Objek yang dimaksud di

sini yaitu tentang Pemberkasan Terpisah (splitsing) oleh Penyidik

Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam Penanganan Perkara

Pengroyokan.

. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari data
primer dan data sekunder.

a. Data Primer adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan
penelitian langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data (riset
lapangan) dengan jalan interview, yaitu cara pengumpulan data dengan
mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung pada orang-
orang yang berada dalam objek penelitian yang mengarah pada tujuan
penelitian yang akan dicapai dengan mengadakan tanya jawab secara
lisan pada aparatur pemerintah daerah di lingkungan Polrestabes Kota
Semarang.

b. Data Sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang
bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah, dan lain-lain.
Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer
bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini yang terdiri dari:

a. UuUD 1945, KUHP, KUHAP.
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b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum
Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

2) Bahan hukum sekunder
bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang terdiri
dari buku-buku hukum, hasil seminar hukum, hasil penelitian
hukum, jurnal hukum, dan lain-lain.

3) Bahan hukum tersier
bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan
informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain
kamus hukum dan ensikopledia serta bahan diluar bidang hukum
yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga
masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensip.

4. Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di Kepolisian Resor Kota Besar

Semarang.

5. Metode Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan Data Sekunder dilakukan dengan cara studi
pustaka dan studi dokumen, sedangkan untuk memperoleh Data Primer,

penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak yang erat
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hubungannya dengan penelitian, agar data yang diperoleh lebih jelas dalam
hal ini adalah penyidik pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Semarang
oleh Bripka Haryadi, S.H.,M.H.
6. Metode Penyajian Data
Data yang diperoleh dalam tesis ini disajikan secara kualitatif
tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemberkasan Terpisah
(Splitsing) Oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Dalam
Penanganan Perkara Pengeroyokan. Uraian mengenai pengolahan data
untuk pembahasan permasalahan yang ada dengan menyusun kemudian
meneliti data yang diperoleh dalam penelitian dan hasilnya akan disajikan
dalam bentuk tesis.
7. Metode Analisis Data
Data yang telah terkumpul akan disusun secara deskriptif analisis.
Yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan
data — data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hal ini
dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan menguraikan
data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan
pemecahan masalah.
H. Sistematika Penulisan
Sistematika dalam penulisan dalam tesis ini terbagi menjadi 4 (empat)
bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab guna untuk memperjelas ruang
lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun aturan dan tata letak

masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:
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Bab | Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis,
metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Il Kajian Pustaka, yang menguraikan kajian pustaka yang memuat
tentang pemisahan berkas perkara (splitsing), penyidik, penyidikan, tindak
pidana pengeroyokan( terdiri dari pengertian tindak pidana, unsur tindak
pidana, pengertian tindak pidana pengeroyokan, unsur tindak pidana
pengeroyokan) dan perspektif Islam tentang penyidikan.

Bab Il Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas dan
menganalis perumusan masalah yaitu mengapa diperlukan pemberkasan
terpisah (splitsing) dalam penanganan perkara pengeroyokan di Kepolisian
Resor Kota Besar Semarang dan untuk mengetahui dan menganalisis
pelaksanaan pemberkasan terpisah (splitsing) dalam penanganan perkara
pengeroyokan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang serta untuk
mengetahui dan menganalisis kendala kendala dan solusi dalam pemberkasan
terpisah (splitsing) dalam penanganan perkara pengeroyokan di Kepolisian
Resor Kota Besar Semarang.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai

kesimpulan dan saran-saran.



